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HumasUPNV] - Reja Dalimunthe, B.A., M.M.P.A., dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNV]), menjadi pembicara utama dalam webinar
nasional bertopik "Politik Hukum Siber di Indonesia". Acara diselenggarakan Komunitas Nusantara Hukum



secara daring pada Desember lalu, diikuti puluhan peserta dari mahasiswa hingga pengacara serta
profesional hukum. Webinar ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar
politik hukum siber, penerapan kebijakan di Indonesia, serta membuka ruang diskusi antar ahli dan praktisi
mengenai tantangan implementasi, melalui pendekatan sederhana yang fokus pada infrastruktur dan
kebijakan.

Reja Dalimunthe menyederhanakan pembahasan kompleks menjadi dua komponen utama, yaitu
infrastruktur siber dan kebijakan pendukungnya. Ia menyoroti anomali seperti tumpang tindih peraturan
era digital, ketiadaan kebijakan komprehensif, serta ketimpangan infrastruktur yang lebih mengutamakan
kuantitas daripada kualitas. "Ketimpangan infrastruktur yang seakan ada tapi tidak berkualitas, hanya
sekedar kuantitas itu adalah sarang dosa, apalagi tidak dipenuhi dengan kebijakan terkait siber yang serba
terbatas, sehingga pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat juga tidak ada bentuknya," tegas
Reja dalam sesi tersebut. Pendekatan ini memudahkan peserta memahami komplikasi politik hukum siber
yang jarang dibahas secara mendalam.

Komunitas Nusantara Hukum, dengan lebih dari 5.000 pengikut dari berbagai profesi di bidang politik,
hukum, dan pemerintahan, mendukung acara ini sebagai upaya edukasi nasional. Pendiri komunitas Dikri
ITham Husaeni memuji kredibilitas Reja, yang pernah menjabat Staf Ahli Komisi I DPR RI bidang
Komunikasi dan Informatika, dan telah diundang puluhan kali karena keahliannya dalam kebijakan
komunikasi digital.

Dekan FISIP UPNV] Dr. S. Bekti Istiyanto menekankan kegiatan ini sebagai wujud Tridharma Perguruan
Tinggi, dengan pemberian surat tugas resmi untuk mendorong pengabdian dosen bagi masyarakat. Wakil
Dekan Bidang Akademik Dr. Azwar, M.Si., menambahkan bahwa webinar ini memperkuat atmosfer
akademik kritis di FISIP, adaptif terhadap isu siber kekinian, serta berwawasan global meski bertindak
lokal.

Partisipasi ini mencerminkan komitmen UPNV] dalam mendukung pemahaman publik terhadap isu siber
nasional, sekaligus memperluas jejaring akademik dengan komunitas hukum terbesar di Indonesia.
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